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MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, sebagai

akibat adanya perubahan kebijakan ditingkat Nasional,

Regional maupun global, serta pentingnya penyelarasan
dokumen perencanaan dan penyesuaian beberapa indikator

kinerja, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021,
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c

dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat

dilakukan apabila terjadi Perubahan yang mendasar salah

satunya sebagai akibat perubahan kebijakan nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

b.NX

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otdnom Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor

38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4348),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor

5679),

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah,

6.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025,

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3),

8.
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun

Menetapkan

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021,

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 - 2021

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Pasaman Tahun 2016 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Keuangan Daerah

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PenutupB

(2) Dokumen RPJMD Tahun 2016 -2021 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 3! Desember 2018

BUPATI PASAMAN,

— YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

H. H, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR ..I3.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT: (16/ /2018)
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